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Abstract
Islam is very concerned about protection for each individual, namely through its protection for all individual matters which are material and moral in nature. Islam safeguards the lives of each individual, safeguards everything that rests on his life (wealth and all that he has), the most basic and safeguarding honor, namely nasab, place to grow, and genealogy to the father (ancestor) and his family, while maintaining reason which is the basis imposition of obligations and responsibilities in Islam, also safeguarding the religion and the relationship of that individual with his God. Syari'at obliges husbands to provide for his wife, because with the existence of a legitimate marriage bond a wife becomes bound to one another to her husband, and is held back as his own. Therefore he has the right to enjoy it continuously. The wife must obey her husband, live in his house, manage his household, nurture and educate his children. Conversely for the husband is obliged to fulfill his needs, and give shopping to him, as long as the husband and wife bond is still running, and the wife is not lawless or because there are other things that hinder the receipt of shopping. Syara 'does not limit (not determine the limits) of the income to this wife to a certain degree how many dirhams or how big is the rupiah. But what is obligatory is to fulfill the needs appropriately. Therefore the obligatory income for the wife is to fulfill the needs of the wife properly and properly. Yusuf al-Qardhawi's thinking about living must be a concern of the author to discuss it. Yusuf al-Qardhawi's thinking about compulsory living and how the sharia-compliant maqasyid review is compulsory.
Keywords: Obedience Requirement, Asy-Sharia Maqasyid.
Abstrak
Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya. Syari’at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semat-amata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Syara' tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap isteri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi kebutuhan istri dengan layak dan patut. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang nafkah wajib menjadi perhatian penulis untuk membahasnya. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang nafkah wajib dan bagaimana tinjauan maqasyid asy-syariah terhadap nafkah wajib.

Kata Kunci:  Nafkah Wajib, Maqasyid Asy-Syariah.
A. PENDAHULUAN
Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi ‘Pembuatan Hukum Islam’ yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari (1) Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah; Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam  masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.

Kebutuhan daruriyyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
 Kebutuhan hajiyyat (kemaslahatan sekunder) sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memidahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima pokok di atas.
 Di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.
 

Kebutuhan tahsiniyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Bila sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan

Pembagian rasional tersebut pasti selalu dibutuhkan oleh seorang mujtahid ketika memberikan hukum terhadap realita kehidupan atau ketika melakukan studi komparatif terhadap beberapa hal yang kontradiktif. Dengan demikian, adh-dharuriyyat harus didahulukan dari pada al-hajiyyat dan at-tahsiniyyat. Sedangkan al-hajiyyat harus didahulukan dari pada at-tahsiniyyat. Karena, dalam setiap derajat ada hukumnya senidiri.

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk maslahat atau kepentingan dan kabajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat.
 Seperti firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107.

(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((
“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. al-Anbiya: 107)

Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja, manakala syariat Islam itu bertujuan mendatangkan mashlahat dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak.

Syariat Allah SWT telah membuat sistem pertahanan keluarga dari faktor eksternal dan internal. Tatanan keluarga mempunyai etika yang harus selalu dijunjung tinggi dan bimbingan yang harus senantiasa diikuti serta ajaran yang harus selalu dipelihara dari segala hal yang akan merusak kemuliaan dan  kehormatannya. Dan semua itu harus senantiasa dijaga dan dilindungi dari kegoncangan, kerusakan dan penyimpangan, serta menghiasinya dengan  keindahan, kemuliaan dan kehidupan yang baik lagi mulia.

Tidak ada sebuah keluarga pun yang mengikuti dan menapaki jalan dan syariat Allah SWT tersebut kecuali ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, serta di masyarakat ia pun akan menjadi pelita bagi orang-orang di sekelilingnya, ia akan menjadi kebanggaan tersendiri.

Sebaliknya, keluarga yang menolak dan menjauhi jalan-Nya dan enggan mengikuti petunjuk Nabi-Nya pasti akan memperoleh kesulitan, kesedihan dan kesengsaraan. Hingga orang-orang yang mengikuti dan berinteraksi dengannya pun akan mengalami nasib yang sama

Menurut Prof. Daud Ali, hukum keluarga Islam menarik dikaji karena di dalam hukum keluarga itulah terdapat jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedang dalam lapangan hukum Islam lain, jiwa itu telah hilang akibat berbagai sebab yang di antaranya adalah karena penjajahan negara-negara barat di negara-negara muslim.

Syari’at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semat-amata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.
 Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.
Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.
 Allah menegaskan dalam QS. An-Nisa: 19.
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( 

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. An-Nisa: 19).

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar mereka dapat bergaul secara makruf (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20 yang mengatur tentang etika dalam memberi atau menarik kembali pemberian suami kepada isteri. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 20:
(((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( 

 “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?” (Q.S. an-Nisa: 20)

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq: 6-7 dijelaskan:
((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((( 

“Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampum memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. al-Thalaq: 6-7)

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.
 Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya.
Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri tidak boleh menentukan berdasarkan satu kriteria atau ukuran tertentu. Menentukan nafkah wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran maka termasuk penganiayaan dan penyelewengan. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi kebutuhan istri dengan layak dan patut. Perbedaan Yusuf al-Qardhawi dengan ulama lain dalam menentukan nafkah wajib menjadi perhatian penulis untuk membahasnya. Apa yang melatar belakangi Yusuf al-Qardhawi berpendapat seperti itu. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah.
B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah;
1. Untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang nafkah wajib.
2. Untuk menganalisis pemikiran pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir.
3. Untuk menganalisis Tinjauan maqasyid asy-syariah terhadap nafkah wajib.
C. METODOLOGI

Penelitian ini bersifat penelitian studi kepustakaan, penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi  dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen  dan lain-lain. Pada hakekatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Yusuf al-Qardhawi yang berjudul Min Hadyil Islam Fatawa Mu’ashirah. Adapun Data Sekunder yaitu materi-materi yang berkaitan dengan  sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan mengenai nafkah.
D. KERANGKA TEORI

1. Defenisi Nafkah.
Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata anfaqa - yunfiqu - infaqan (انفق- ينفق- انفاقا)
. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan
. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.
 

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.

Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu’jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya.

2. Nafkah Yang Harus Diberikan Kepada Isteri
Syafi’i mengatakan, “Yang dimaksud dengan nafkah disini ada dua macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada isterinya dan pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu rithal daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungan.
Dan jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi isterinya dua mud. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberikan satu seperempat mud.

3. Wanita Karir
a. Defenisi Wanita Karir

Menurut A. Hafidz Anshary A. Z, wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah.
 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian wanita karir, berikut ciri-ciri dari wanita karir:
1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.

2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan professional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainya.

3) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.
 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah: wanita yang berkutat dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum.

4. Maqasyid Asy Syari’ah
a. Pengertian Maqashid Asy Syari’ah
Menurut Satria Effendi M. Zein, maqasid al-syari’ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.
 Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dr. Wahbah Zuhaily menyebutkan Maqashid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari’at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar’i (pemegang otoritas syari’at, Allah dan Rasul-Nya).
 
b. Tingkatan Maslahah
1) Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam.
 Apabila yang dharuriyah tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan,
 dan juga akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

2) Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhshah.
 Jika yang hajiyat tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan.

3) Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan.
 Jika yang tahsiniyah tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya maqashid al-syariah, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, suatu kehidupan yang ditandai oleh hasanah fi al-akhirah menuju kerelaan Allah SWT.
 
E. PEMBAHASAN
1. Kewajiban Nafkah Bagi Suami Terhadap Isteri dan kadarnya.
Mengenai nafkah wajib terhadap istri, Yusuf al-Qardhawi mengatakan di dalam kitab Min Hadyil Islami Fataawa Mu’ashirah, bahwa syara’ tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap istri dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan kain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, hubungan hidup di kota dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbedan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nimat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan istri orang kaya dengan istri orang yang ekonominya sedang serta istri orang miskin. Hal ini juga diisyaratkan oleh Al-Qur’an:

((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((( 

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq: 7)

Namun, sebelum menganalisa pendapat Yusuf al-Qardhawi, penulis hendak mengemukakan lebih dahulu pendapat ulama lain. Dari perbandingan ini diharapkan dapat mengetahui relevansi pendapat Yusuf al-Qardhawi dengan kehidupan masa kini.
Para imam mazhab sepakat atas wajibnya sesorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah para istri, apakah diukur menurit ketentuan syara’ ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri.

Hanafiah, Maliki, dan Hambali mengatakan: Diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.

Syafi’i berpendapat: Nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara’, dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah sua mud sehari. Suami yang pertengahan wajib memberi naflah 1,5 mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi naflah satu mud sehari.
Sedangkan menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara’ untuk istri, merujuk dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Qudamah Al Hambali berkata di dalam kitabnya Al Kafi sebagai berikut:

“Wajib memberi nafkah kepada isteri dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang patut, karena Nabi Saw, pernah berdabda kepada Hindun:

خذي مايكفيك و ولدك بالمعروف. (متفق عليه)
“Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu mnenurut yang patut.” (HR. Muttafakun ‘Alaih)

Firman Allah:

((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( 

 “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Yang dimaksud dengan ma’ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekitarnya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka.

Menurut analisis penulis bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik perbandingan pendapat Imam mazhab dan Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut: jumhur ulama selain Imam Syafi'i dan pengikutnya menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan diukur menurut keadaan suami-istri atau secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Maka berbeda dengan Imam Syafi'i dan pengikutnya yang menentukan jumlah minimal nafkah wajib yang harus diberikan pada istri. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zai, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan,karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma’ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki mereka.
Dengan demikian, seorang wanita kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib nafkah (makan) barupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan wanita fakir yang menjadi isteri dari laki-laki yang fakir wajib diberi nafkah (makan) roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, demikian pula bagi yang ekonominya sedang.
2. Nafkah Bagi Suami Terhadap Isteri Wanita Karir
Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Banyak ayat al-Qur’an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, diantaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((( 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)

Ayat ini menguraikan lebih lanjut tentang rububiyah, yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi dalam mukaddimah kitabnya al-Majmu’ menyatakan bahwa: umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.

Selain itu hak bekerja yang diberikan syariat Islam kepada kaum wanita juga mencakup berbagai bidang, khususnya bidang perekonomian, artinya, wanita boleh melakukan kegiatan ekonomi dan boleh berusaha dengan tetap mendasarkan kegiatannya pada aturan tertentu. Dan kaum wanita berhak memiliki mahar, warisan, dan berhak mengatur harta yang dia hasilkan sendiri tanpa campur tangan wali ataupun suaminya.

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, sebagaimana dikatakan Al-Qur’an:
(((((((((( ((((( (((((( ....( ((((( 

 “…Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain…” (QS. Ali Imran: 195)

Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (malakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia.

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.
Lebih tegas lagi dalam fiqh madzab Hambali, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai bekerja (wanita karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun.

Persoalan yang muncul adalah jika istri bekerja atas izin suami, apakah istri berhak atas penghasilannya. Jawaban terhadap pertanyaan semacam ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami istri. Jika suami memberi izin istri bekerja dengan syarat penghasilan menjadi milik bersama, maka tentu saja istri tidak boleh memiliki sendiri penghasilan yang diperolehnya.

Tetapi jika tidak ada yang mensyaratkannya, yang berarti istri memiliki kebebasan sebagai pribadi, maka istri berhak memiliki dan menggunakan sendiri penghasilannya, karena urusan dan kebutuhan rumah tangga sudah menjadi tanggng jawab suami. Tetapi walaupun secara formal/fiqih memang demikian, namun psikososial sebaiknya segala sesuatu dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan dan saling mengerti antara suami dan istri.

Jadi, pada prinsipnya, apabila suami sudah melaksanakan kewajibannya terkait nafkah, maka istri harus patuh pada suami dan tidak boleh melangkah sendiri tanpa izin suami. Di antara asas kerumahtanggaan yang harus dipedomani oleh semua muslim adalah asas kepatuhan istri kepada suami (tentunya yang taat pada Allah). Hal ini didasarkan pada makna firman Allah Swt dalam surat an-Anisa’ ayat 34.

((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (  (((( 

“...sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri...”
 (QS. Annisa: 34)

Bakan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda;

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ ِلأَحَدٍ َلأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (رواه الترميز)
 “Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud pada sesamanya, maka pasti aku perintahkan para istri untuk bersujud pada suami mereka” (HR at-Tirmidzi).

3. Implementasi Maqashid Asy-Syariah pada nafkah wajib
Konsep maqashid al-syari’ah pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat maqasid al-syari’ah yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan) hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akaldisesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep maqashid al-syari’ah dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.
Jelasnya, bahwa keberadaan konsep maqashid al-syari’ah ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual. Diantara permasalahan nafkah wajib dalam hubungan suami istri.
Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum Islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233 :
((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( 

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf". (QS. Al-Baqarah: 233)

Selain diatur dalam Al-Qur’an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.
 Mengenai kadar nafkah, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
 Sehingga yang menjadi ukuran nafkah adalah sesuai kesepakatan antara suami istri, seorang istri. Hal itu tentunya tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan suami.

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar’i, maka istri dibolehkan atau disunnahkan membantu suami, baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan/menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Bekerja Sebagai Satu Kewajiban Seorang Hamba Kepada Allah SWT untuk menafkahi dirinya sendiri juga kelurganya,
(((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( 

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS at-Taubah 9: 105)

Oleh karena itu seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah berfirman:
(((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( 

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
 dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.Al-Baqarah 228)

( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((  ((((( 

 “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka...” (QS.Al-Baqarah 233)
 

Maka dari segi materil, wanita mempunyai hak milik (bezitecht) sejak perkawinan, wanita seperti halnya laki-laki mendapat pusaka, tidak seperti zaman jahiliyah, wanita justru dianggap sebagai harta pusaka yang turut diwariskan. Hanya saja berbeda presentasenya, sebab perbedaan tanggung jawab di antara keduanya. Laki-laki menurut kodratnya mempunyai fisik yang kuat dan perkasa. Oleh sebab itu, laki-laki bertugas melindungi dan mengurusi wanita yang lemah, dia pantas menjadi pemimpin istri rumah tanggga serta memikul beban wanita serta anak-anaknya, secara moril maupun materil. Seperti sandang pangan, papan, serta perlindungan keamanan dan ketentraman seluruh keluarga. Sebagaimana difirmankan Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa 4 :34.
((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( 

 “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa: 34)

Memelihara jiwa pada peringkat “dharuriyat” adalah memelihara kebutuhan pokok berupa makan, minuman untuk mempertahan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi hidup jiwa manusia.

Memelihara jiwa pada petingkat “hajiyat” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.

Memelihara jiwa pada petingkat “Tahsiniyat” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

a. Perlindungan Terhadap Agama
Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli warisnya pun juga demikian. 
b. Perlindungan Terhadap Jiwa

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah).

Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu. Pemenuhan nafkah harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa). Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi beberapa bidang pokok:

1) Makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu- bumbu, air bersih dan garam.

2) Pakaian.

3) Perumahan atau tempat tinggal

c. Perlindungan terhadap Akal
Sedangkan pemeliharaan akal melalui pendidikan: Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin dinamis. Oleh kerenanya mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan keperibadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik (khuluq hasan) melalui proses tarbiyah di keluarga.

d. Perlindungan terhadap harta benda
Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalîfah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasan nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam.
Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan.
Semua kewajiban diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia. Tidak satu pun hukum syari’at yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutaq (membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum Allah SWT.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah didapatkandan dijelaskan dalam Disertasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu 

1. Menurut Muhammad Yusuf al-Qardhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara’ untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan ma’ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekitarnya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka. Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zai, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma’ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki mereka.
2. Mengenai nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir adalah jika istri bekerja atas izin suami, ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami istri. Jika suami memberi izin istri bekerja dengan syarat penghasilan menjadi milik bersama, maka tentu saja istri tidak boleh memiliki sendiri penghasilan yang diperolehnya. Tetapi jika tidak ada yang mensyaratkannya, yang berarti istri memiliki kebebasan sebagai pribadi, maka istri berhak memiliki dan menggunakan sendiri penghasilannya, karena urusan dan kebutuhan rumah tangga sudah menjadi tanggng jawab suami. Tetapi walaupun secara formal/fiqih memang demikian, namun psikososial sebaiknya segala sesuatu dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan dan saling mengerti antara suami dan istri.
3. Konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan, hal ini sejalan dengan konsep maqasyid asy-syariah. Memelihara jiwa pada peringkat “dharuriyat” adalah memelihara kebutuhan pokok berupa makan, minuman untuk mempertahan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi hidup jiwa manusia. Memelihara jiwa pada petingkat “hajiyat” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa pada petingkat “Tahsiniyat” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.
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